Surat Terbuka Kepada Presiden R, Presiden Dewan Uni Eropa
dan Pemimpin Negara Anggota Uni Eropa: Menyikapi Dampak
Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yaitu: Perusakan Hutan,
Perampasan Tanah, Pelanggaran HAM, Korupsi dan Bencana
Lingkungan.

Kami, pemimpin organisasi masyarakat adat, serikat tani,
organisasi masyarakat sipil, masyarakat adat, petani, buruh,
pejuang hak asasi manusia dan pejuang lingkungan.

Kami membaca dan memperoleh banyak pesan maupun
pernyataan kontradiktif yang terkesan mengabaikan
permasalahan dampak industri minyak kelapa sawit yang
berupa deforestasi, perampasan tanah, pelanggaran HAM,
eksploitasi buruh, korupsi, masalah sosial ekonomi, politik dan
masalah ekologis lainnya. Permasalahan tersebut hendak
ditutup-tutupi dengan berbagai upaya, termasuk mengklaim
tanaman sawit sebagai tanaman hutan. Sejumlah pernyataan
yang didukung oleh akademisi tertentu juga telah menuduh
beberapa LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) sebagai pelaku
kampanye hitam terhadap sawit di Indonesia.’

Kami ingin menyatakan dan menegaskan di sini bahwa secara
fakta, perkebunan dan industri kelapa sawit memang benar
telah merusak dan menghilangkan hutan dalam skala luas,?
bahkan masih terus merusak hutan maupun lahan gambut

! Lihat: https://ekonomi.inilah.com/read/detail/24493 14/akademisi-sebut-sawit-bukan-pemicu-deforestasi, lihat juga:
http://ekbis.rmol.co/read/2018/04/23/336627/Akademisi:-Sawit-Nasional-Masuk-Tanaman-Hutan-Harus-Diperjuangkan-,
https://sawitindonesia.com/rubrikasi-majalah/berita-terbaru/akademisi-kehutanan-ipb-susun-naskah-akademik-sawit-sebagai-
tanaman-hutan/, https://www.liputan6.com/news/read/3487802/gara-gara-kelapa-sawit-legislator-minta-ppatk-bekukan-aliran-
dana-Ism, dll.

? Laju deforestasi dari pembukaan kebun kelapa sawit di Indonesia rata-rata 117.000 hektar pertahun antara tahun 1995 — 2015.
Lihat: K.G. Austin et al. 2017. Shifting patterns of oil palm driven deforestation in Indonesia and implications for zero-
deforestation commitments. Land Use Policy Vol. 69, Desember 2017.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837717301552




hingga saat ini.> Kami juga telah kehilangan desa-desa kami*
(karena hak kelola kami terhadap lahan telah diokupasi oleh
perkebunan sawit), kehilangan sumber pangan, sumber mata
pencaharian, sumber obat-obatan herbal, berbagai jenis
tanaman langka dan plasma nutfah, serta kehidupan kolektif
yang ditopang oleh beragam kearifan lokal, termasuk tempat-
tempat bersejarah warisan leluhur kami. Di lapangan, kami
masih berkonflik, mengalami kriminalisasi dan menjadi korban
pelanggaran HAM, pengabaian hak-hak buruh, permasalahan
sosial, ekonomi maupun lingkungan yang menciptakan bencana
ekologis yang berkelanjutan seperti kekeringan, kebakaran
hutan, polusi air, berkurangnya stok ikan, kehilangan
ketahanan pangan yang memperburuk kualitas hidup
masyarakat setempat, terutama untuk perempuan dan anak.

Bagi kami, hutan bukan hanya tegakan kayu dan sumber
ekonomi semata, melainkan juga rumah kami. Hutan adalah
sumber keanekaragaman hayati yang terikat dalam satu
kesatuan ekosistem yang utuh, manusia, alam dan pencipta-
Nya. Rusak dan hilangnya hutan, bukan hanya merusak dan
menghilangkan sumber penghidupan kami, tetapi juga merusak
ekosistem dan ruang hidup kami, saat ini maupun masa depan
hingga anak cucu kami. Hilangnya hutan juga turut
melenyapkan tradisi budaya dan bahasa kami, bahkan ritual-
ritual kepercayaan kami. Semua itu terjadi karena pembukaan
lahan untuk perkebunan sawit skala besar yang dikontrol oleh
para pemodal baik lokal maupun asing.

Kami masyarakat pemburu dan peramu, petani dan buruh tani,
penghasil pangan yang menggunakan tangan, pengetahuan,
dan organisasi kami sendiri secara mandiri. Kami menjadi tidak

? Lihat video temuan terbaru Greenpeace tentang penghancuran hutan di Papua https://media.greenpeace.org/archive/Web-
video-CLEAN-Palm-Oil-Supplier-Destroys-Forest-in-Papua-27MZIFJIXASBK6.html

4 Lihat laporan penelitian the Institute for Ecosoc yang dituangkan dalam buku “Transmigrasi dan Kemitraan Plasma Menopang
Industri Perkebunan Sawit” (2017)



berdaya secara ekonomi karena sistem ekonomi kami telah
disingkirkan oleh sistem ekonomi perkebunan yang
dikendalikan kaum pemodal. Tidak hanya itu, sistem sosial
budaya sebagai penopang kehidupan kolektif kami juga dipaksa
berubah menjadi individualis dan sangat tergantung kepada
pemodal. Hal ini telah menciptakan kerawanan sosial dan
sering kali menyulut konflik sosial yang serius dan
berkepanjangan.

Para pemilik modal mengiming-imingi kompensasi, ganti rugi
dan proyek-proyek CSR (corporate sosial responsibility), tapi
semua itu tidak dapat menggantikan nilai hutan dan tanah kami
yvang hilang, serta keharmonisan hidup bersama alam dan
sesama. Nilai CSR tersebut tidak sebanding dengan kerugian
dan penderitaan kami.

Kami berpendapat bahwa dimensi keadilan sosial dan
keberlanjutan ekologis sering kali dipakai sebagai syarat formal
untuk menggugurkan kewajiban hukum dan administrasi,
bukan menjadi bagian tanggung jawab perusahaan. Hak-hak
kami terhadap perkebunan plasma sebagai syarat perizinan
usaha perkebunan juga tak dipenuhi oleh perusahaan. Ini
adalah pelanggaran hukum karena kewajiban memenuhi hak
masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Perkebunan
(UU No 39 Tahun 2014) dan pada kenyataannya, pihak
perusahaan cenderung menggunakan model kemitraan inti-
plasma sebagai modus pengambilalihan hutan dan lahan-lahan
masyarakat.’

Kami merasakan sendiri bagaimana model ekonomi
perkebunan sawit telah mengabaikan asas-asas keadilan dan
merampas hak-hak kami (laki-laki, perempuan, orang tua, anak-

* Lihat laporan penelitian the Institute for Ecosoc yang dituangkan dalam buku “Industri Perkebunan Sawit dan HAM” (2014)
dan “Transmigrasi dan Kemitraan Plasma Menopang Industri Perkebunan Sawit” (2017)



anak dan generasi mendatang) untuk dapat terus hidup di
tanah kami. Perusahaan sawit telah merampas semuanya dan
sekarang kami dipaksa menjadi buruh lepas untuk industri
perkebunan kelapa sawit. Hak-hak kami (laki-laki dan
perempuan) sebagai buruh juga terabaikan, tenaga kami
dikuras, diberikan upah di bawah standar upah minimum,
didiskriminasi, perempuan tidak mendapat cuti haid, rentan
mengalami pelecehan seksual, tidak mendapat fasilitas toilet
yang memadai, mengonsumsi pangan dan air yang berkualitas
rendah, tidak mendapatkan kebebasan untuk berekspresi,
berpendapat dan berserikat, rentan terhadap penyakit dan
kecelakaan kerja, tidak mendapatkan jaminan sosial di saat
sakit dan saat mengalami kecelakaan kerja, termasuk dapat
diberhentikan sewaktu-waktu®.

Kami petani pekebun kelapa sawit skala kecil juga
termarginalkan dalam semua rantai pasok industri sawit.
Sebagai pekebun, kami tidak bisa menentukan harga karena
telah dikuasai oleh perusahaan. Kami juga belum mendapatkan
perlindungan terhadap kepastian hak atas lahan karena
sulitnya mendapatkan pengakuan tersebut oleh pemerintah.

Kami belum pernah diajari secara memadai tentang
pengetahuan yang baik dalam pengelolaan usaha perkebunan.
Kami juga dijauhkan dari akses permodalan oleh sektor
keuangan. Kebijakan pengelolaan dana perkebunan sawit yang
seharusnya digunakan untuk pengembangan perkebunan sawit
terutama perkebunan sawit rakyat, malah dialihkan dan
sebagian besar untuk kepentingan pengembangan industri
biodiesel berupa program subsidi kepada perusahaan
biodiesel’, seperti yang diperoleh lima perusahaan sawit

% Hasil Riset Solidaritas Perempuan bersama Sawit Watch 2010 dan Data Investigasi Solidaritas Perempuan Kendari 2015
" Lihat laporan KPK (2016). Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit. Direktorat Penelitian dan Pengembangan
Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.



berskala besar pada 2017 lalu, yakni Wilmar Group, Musim Mas
Group, Darmex Agro Group, First Resources dan Louis Dreyfus
Company (LDC)®.

Kami memandang dan merasakan bahwa kebijakan usaha
perkebunan, tata niaga dan industri sawit sudah jauh
menyimpang dan bertentangan dengan cita-cita konstitusi,
yakni: keadilan dan kesejahteraan sosial. Demi kepentingan
pemodal, regulasi pun disingkirkan seperti dalam kasus
perizinan dan pengelolaan dana perkebunan sawit.

Kami memahami bahwa sektor kelapa sawit memberikan
kontribusi terhadap perekonomian nasional dengan nilai
ekspor mencapai 15% dari total ekspor Indonesia’. Tetapi,
menggunakan angka tersebut sebagai dasar tunggal kebijakan
sangatlah tidak tepat dan klaim devisa juga tidak tepat karena
sebagian besar devisa hasil ekspor justru disimpan di negara
suaka pajak (tax haven countries). Sementara industri kelapa
sawit juga berdampak negatif besar pada hak-hak dasar dan
kelangsungan hidup rakyat, masyarakat adat, petani, buruh dan
lingkungan hidup.

Kami memandang bahwa pemerintah lebih melayani
kepentingan pemodal dibandingkan pekebun kecil. Apalagi,
demi pertumbuhan dan investasi, fasilitas-fasilitas kemudahan
seperti perizinan, pajak dan ekspor diobral kepada investor
asing.'® Akibatnya, cengkeraman pemilik modal terhadap
sumber daya sawit di Indonesia begitu kuat. Semua rantai

¥ Lihat laporan KPK (2016). Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit. Direktorat Penelitian dan Pengembangan
Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.

° Badan Pusat Statistik (2017). Data Ekspor Indonesia Tahun 2017.

' Studi TuK Indonesia (2015) menunjukkan 29 taipan pemilik 25 kelompok bisnis sawit dapat menguasai lahan lima juta hektar
lebih, di antaranya Sinar Mas Group, Wlimar Group dan Surya Damai Group. Hal ini dimungkinkan karena fasilitasi negara dan
juga tindakan illegal, seperti kasus Wilmar dan Sinar Mas Group dapat memiliki lahan melebih dari yang diatur dalam
Permentan No. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, bahwa setiap group perusahaan diperbolehkan
seluas 100.000 hektar di setiap provinsi. Perusahaan Wilmar Group, Darmex Agro, Musim Mas, First Resources dan Louis
Dreyfus Company, juga mendapat dana subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan.



pasokan mereka kuasai: mulai dari lahan, pabrik kelapa sawit,
pabrik pengolahan, dan tata niaga semuanya dikuasai oleh
segelintir pemilik modal. Beberapa di antara para pemilik
modal itu merupakan orang terkaya di Indonesia.*

Mereka adalah penguasa mata rantai pasokan sawit di
Indonesia dan di dunia internasional. Mereka mampu
mengontrol semua mata rantai ini dari Singapura dan
Malaysia®’. Mereka adalah taipan-taipan asing yang selama ini
dilayani pemerintah dan dianggap berjasa sebagai penyumbang
devisa negara.

Kami melihat bahwa klaim penghasil devisa itu tidak tepat atau
“ngawur”, karena keuntungannya justru mereka simpan di
negara-negara suaka pajak (tax havens countries). Mereka
justru merupakan para penghindar pajak yang merugikan
negara. Asian Agri Group misalnya sudah terbukti melakukan
hal tersebut. Beberapa di antara penguasa industri sawit
tersebut juga telah berkomitmen untuk membersihkan rantai
pasok dari praktik perusakan hutan dan gambut, serta berjaniji
untuk menghormati hak asasi manusia, tetapi dalam faktanya
hal-hal ini tidak diimplementasikan.™

Dibandingkan perusahaan-perusahaan itu, kami sebagai
pekebun kecil justru lebih taat membayar pajak. Pajak
penghasilan (PPh Pasal 22) kami langsung dipotong dari setiap
transaksi jual beli buah sawit yang kami lakukan. Sementara
perusahaan-perusahaan sawit tidak patuh dalam membayar
pajak. Pada tahun 2015, tercatat tingkat kepatuhan perusahaan
hanya 46,34%. Negara kehilangan potensi penerimaan pajak

' Lihat: https://www.forbes.com/indonesia-billionaires/list/2/#tab:overall, diakses pada 05 Mei 2018;

"> Menurut hasil studi Yayasan AURIGA dengan menggunakan metode “follow the money” (melacak aliran uang dari hulu ke
hilir keuntungan perkebunan sawit di Indonesia dan jaringannya di negara tentangga) terlihat bahwa jarring-jaring mata rantai
keuntungan sawit nasional justru bermuara pada perusahaan besar yang berinduk di Malaysia dan Singapura, (AURIGA, 2016).
" Lihat: Laporan Greenpeace “Moment of truth “ http://m.greenpeace.org/seasia/id/high/press/Sejumlah-Merek-Global-Masih-
Enggan-Transparan-Soal-Rantai-Pasok-Sawit/




sebesar Rp 18 triliun setiap tahunnya dari ketidakpatuhan
tersebut.™

Kami sering kali diklaim tidak “nasionalis” oleh pemerintah
kami sendiri karena kami menyuarakan hak-hak kami sebagai
warga negara Indonesia yang terampas oleh kepentingan
pemodal. Kami mengetahui bahwa klaim itu justru diembuskan
sendiri oleh pemodal-pemodal asing tersebut yang selalu ingin
menambah dan melanggengkan keuntungannya di negeri kami.

Kami berulang kali mengirimkan surat, berdialog maupun
berdemonstrasi di kantor-kantor pemerintah, DPR, Komnas
HAM dan perusahaan-perusahaan untuk menyuarakan
ketidakadilan dan keluhan-keluhan atas perampasan tanah,
kehilangan mata pencaharian dan ketahanan pangan,
perusakan hutan dan pencemaran lingkungan, upah buruh
yang rendah, korupsi, kriminalisasi, kekerasan dan pelanggaran
HAM yang dialami masyarakat, petani, buruh dan aktivis".

Kebijakan dan praktik buruk industri perkebunan kelapa sawit
telah berkontribusi terhadap terjadinya konflik agraria
sebanyak 659 kasus, dengan 208 kasus terjadi di sektor
perkebunan, dengan area seluas 530.491,87 hektare lahan dan
mengorbankan 652.738 keluarga.™® Konflik, khususnya antara
perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat atau
komunitas terus meluas, dengan jumlah kasus yang terus
meningkat hingga mencapai 717 kasus hingga sekarang ini.
Kasus-kasus ini belum diselesaikan."

' Lihat laporan KPK (2016). Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit. Direktorat Penelitian dan Pengembangan
Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"% Lihat publikasi ELSAM, 2010, Pelanggaran HAM di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit PT. PP Lonsum Tbk, Sumatera Utara
(https://lama.elsam.or.id/downloads/1372924048 Pelanggaran HAM di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit PT PP Lonsum
Sumatera_Utara.pdf) dan Skandal Besar Minyak Kelapa Sawit, Pelanggaran Ketenagakerjaan di Belakang Nama-nama Merek

Besar, Amnesty International, 2016 (https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA2151842016INDONESIAN.PDF)

' Sejak tiga tahun terakhir (2015-2017) jumlah konflik agraria sebanyak 1.361 sengketa dan luasnya mencapai 2.185.948 hektar,
dengan jumlah korban terkena dampak langsung sebanyak 848.197. Sekitar 40 % berhubungan dengan konflik disebabkan oleh
perusahaan perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya lihat Catatan Akhir Tahun 2017, KPA: Reforma Agraria di Bawah Bayang
Investasi, 2017

17 Lihat: https://www.infosawit.com/news/5240/sawit-watch-tanggapi-komentar-kabarhakam, diakses pada tanggal 1 Mei 2018




Oleh karena itu kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk:

1.

Konsisten dan taat secara konstitusional dalam mengurus
tata kuasa dan memperbarui tata kelola sumber daya
agraria, yakni dengan bersandar pada UUD 1945 dan
UUPA 1960, terutama Pasal 33 UUD 1945 yang
menegaskan bahwa tujuan utama pengurusan sumber-
sumber kekayaan sumber agraria bangsa ini adalah
sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan
sosial bagi seluruh rakyat, bukan untuk segelintir orang
atau kelompok tertentu.

Melaksanakan reforma agraria sejati, memberikan
kepastian perlindungan, penghormatan dan pemenuhan
hak atas tanah kepada masyarakat adat dan petani miskin
(laki-laki dan perempuan), serta menghapuskan
ketidakadilan penguasaan sumber daya agraria. Jika
pemerintah mengabaikan hal ini artinya pemerintah
melakukan pelanggaran terhadap Konstitusi.

Segera memperkuat dan menerbitkan kebijakan
peraturan moratorium izin perkebunan kelapa sawit pada
kawasan hutan, gambut dan areal penggunaan lain,
sebagai bagian dari tahapan pembenahan tata kelola
sumber daya alam, khususnya sektor perkebunan kelapa
sawit. Segera membangun dan menata sistem informasi
penguasaan dan pemilikan tanah yang terintegrasi
(spasial dan numerik), serta penataan perizinan berbasis
lahan di dalam dan antar kementerian/lembaga secara
transparan dan mudah diakses oleh masyarakat.

Kami meminta Presiden Rl untuk menginstruksikan
kepada kementerian/lembaga-lembaga terkait - dengan
koordinasi dan supervisi KPK (Komisi Pemberantasan
Korupsi) - untuk melaksanakan kaji ulang dan evaluasi



berbagai perizinan usaha perkebunan kelapa sawit dan
Hak Guna Usaha (HGU) dengan berbasis pada hak asasi
manusia, keadilan dan keberlanjutan lingkungan.
Pengkajian ulang ini harus dilakukan secara transparan
dan bertanggung jawab.

Segera mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan-
perusahaan sawit yang melakukan praktik-praktik
perusakan lingkungan dan penghindaran pajak yang
menyebabkan kerugian begitu besar bagi Negara.

Memberi sanksi tegas kepada aparatus negara dan,
mencabut izin serta HGU perusahaan perkebunan kelapa
sawit yang terlibat dalam berbagai praktik kejahatan
kehutanan dan lingkungan, pelanggaran HAM dan hak
buruh, serta korupsi. Memberi sanksi pada perusahaan
dalam bentuk kewajiban untuk pemulihan dan rehabilitasi
atas lingkungan hidup yang telah rusak dan hilang.

Segera menyelesaikan konflik agraria secara adil,
memulihkan dan merehabilitasi hak-hak masyarakat adat
dan masyarakat lokal, petani kelapa sawit, dan buruh
perkebunan kelapa sawit, laki-laki maupun perempuan,
korban kejahatan kehutanan yang terkena dampak dari
industri perkebunan kelapa sawit.

Segera melakukan audit terhadap program kemitraan inti-
plasma karena faktanya banyak perusahaan tidak
menunaikan kewajiban plasmanya kepada masyarakat.

Segera mengembalikan kebijakan pengelolaan dana
perkebunan sawit sesuai amanat Undang-Undang
Perkebunan (UU No. 39 Tahun 2014) dan menghapuskan
penggunaan dana untuk subsidi program pengembangan
biodiesel.



10.

11.

12.

Segera mengembangkan kebijakan dan fasilitasi program
penguatan dan pemberdayaan pembangunan usaha
petani kelapa sawit berdasarkan prinsip dan standar
berkelanjutan, berkeadilan, penghormatan atas hak asasi
manusia dan kemandirian.

Segera meningkatkan standar hidup dan standar kerja
bagi para buruh (laki-laki dan perempuan) di perusahaan
perkebunan sesuai dengan ketentuan nasional dan
internasional. Terutama: -memastikan upah yang diterima
sesuai dengan kelayakan hidup bagi pekerja dan
keluarganya; -memberi jaminan kesehatan, termasuk
kesehatan reproduksi perempuan dan keselamatan kerija;
-memastikan adanya kebebasan berekspresi dan
berserikat; -menghapus berbagai bentuk perbudakan
modern dan melindungi anak dari eksploitasi ekonomi; -
menerapkan dan menegakkan peraturan secara memadai
dan efektif; -memberi hukuman kepada pihak ketiga,
bisnis dan pemberi kerja yang melanggar hak-hak pekerja;
-memulihkan hak-hak pekerja; dan -membangun
mekanisme pengaduan yang mudah dan aman.

Pemerintah wajib memastikan agar aparat TNI/POLRI
tidak dipekerjakan oleh perusahaan untuk mengamankan
perusahaan, tidak menggunakan pendekatan militeristik
dalam penyelesaian permasalahan, tidak terlibat
melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap masyarakat
dan buruh.

Kami telah mencermati dokumen Palm Oil and Deforestation of
the Rainforests (Kelapa Sawit dan Deforestasi Hutan Tropis)™,
yang menyebutkan bahwa pengembangan industri sawit

'8 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0098+0+DOC+XML+V0//EN.

Diakses pada tanggal 4 Mei 2018.

10



menjadi penyebab utama hilangnya hutan dan terjadinya
perubahan iklim. Bagaimanapun juga, dalam konteks reuvisi
Renewable Energy Directive (RED Il), Parlemen Uni Eropa (UE)
sedang mengusulkan untuk mengakhiri dukungan kebijakan
terhadap sawit sebagai biodiesel pada tahun 2020."

Posisi Parlemen UE pada tahap ini hanyalah sebagai usulan dan
bukanlah suatu keputusan UE terhadap kebijakan biofuel.
Apabila UE mengadopsi usulan ini, penggunaan bahan bakar
biofuel dan bioliquid yang dihasilkan dari kelapa sawit tidak
akan diperhitungkan dalam pencapaian target energi
terbarukan Uni Eropa. Dengan kata lain, biofuel dari kelapa
sawit dapat terus digunakan dan diimpor ke Eropa, tetapi
negara-negara anggota UE akan menarik subsidi dan skema
promosinya untuk biodiesel yang berbasis kelapa sawit.*°

Negosiasi masih terus berjalan, terdapat kekhawatiran bahwa
bahwa negara-negara UE menentang usulan parlemen.
Disamping itu juga, negara produsen terbesar minyak sawit
yaitu Indonesia dan Malaysia sedang melakukan lobi bersama
perusahaan minyak untuk menggagalkan usulan perubahan
dalam Undang-undang.

Untuk menyikapi rancangan kebijakan tersebut kami

menyatakan bahwa:

1. Kamisepakat dengan usulan perubahan kebijakan
Parlemen UE. Uni Eropa harus memastikan bahwa energi
terbarukan hanya bersumber dari usaha yang ramah
lingkungan, berkeadilan dan menghormati hak asasi
manusia. Energi biodiesel berbahan baku minyak sawit
jelas belum memenuhi prinsip tersebut, seperti terlihat

1% https://eeas.curopa.eu/headquarters/headquarters-homepage/38780/arahan-energi-terbarukan-uni-eropa-dan-dampaknya-
terhadap-minyak-sawit_id. Diakses pada tanggal 4 Mei 2018.
 https://sawitindonesia.com/rubrikasi-majalah/kinerja/indonesia-tidak-rugi-boikot-sawit-ke-eropa/ diakses pada diakses pada
tanggal 20 April 2018
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jelas dengan timbulnya berbagai masalah sosial, ekonomi
dan lingkungan.

2.  Dalam hubunganya dengan seluruh impor minyak sawit,
kami mendesak Uni Eropa untuk menjunjung tinggi dan
mempromosikan kebijakan perlindungan tertinggi bagi
pekebun-pekebun sawit skala kecil (swadaya) yang sudah
terlanjur menggantungkan hidupnya dari
membudidayakan tanaman sawit, dan kebijakan
perlindungan bagi hak-hak buruh (laki-laki dan
perempuan) perkebunan kelapa sawit. Uni Eropa harus
mempromosikan hak-hak buruh baik laki-laki maupun
perempuan yang berkerja di perkebunan kelapa sawit.

3. Kami meminta kepada Parlemen Eropa, Komisi Eropa dan
negara-negara anggota Uni Eropa untuk meningkatkan
standar kebijakan di seluruh perjanjian perdagangan
ekonomi, termasuk dalam penggunaan minyak kelapa
sawit. Kebijakan tersebut harus bersandar pada prinsip-
prinsip dan instrumen hak asasi manusia, penghormatan
dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat,
masyarakat lokal, petani kelapa sawit, dan buruh kelapa
sawit, serta menjamin peningkatan akses rakyat terhadap
keadilan dan mendukung pembangunan berkelanjutan
yang tidak menghilangkan lebih banyak lagi hutan dan
gambut.

Demikian surat terbuka ini kami sampaikan. Kami
mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungannya.

Jakarta, 22 Mei 2018

Hormat kami,
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